
  

NOMOR 12 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006 

tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

  b. bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;    

  c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009           

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti              

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah               

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan                   

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam                

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 
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  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,            

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat                

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 

  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999                  

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 3821); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah             

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999               

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 3828); 

  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi                   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  9. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang                       

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,                        

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,                        

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
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  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4844 ); 

  14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004             

Nomor 4438); 

  15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang                    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,                  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik           

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009  tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah              

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                

Nomor 5043); 

  18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2009 Nomor 5049); 

  19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan                            

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
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  21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit                       

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

  22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 

  23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan                   

dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 

  24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran                     

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3838); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3955); 

  30. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3956); 
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  31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 4578); 

  32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

  34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 4741); 

  35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi               

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5209); 

  36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 5161); 

   

   

   

   


